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ABSTRAK

Direksi merupakan organ dari perseroan terbatas yang berwenang dan
bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan terbatas dan mewakili
perseroan terbatas, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Hubungan antara
direksi dengan perseroan terbatas terjadi karena adanya kepercayaan yang
diberikan perseroan terbatas kepada Direksi. Karenanya dalam menjalankan tugas
yang diembannya, Direksi memiliki kewajiban fiduciary (fiduciary duty). Dalam
mengelola perseroan terbatas, direksi dituntut untuk dapat mengambil keputusan
bisnis yang tepat dan cepat. Namun tuntutan tersebut tidak mengurangi
pelaksanaan kewajiban fiduciary duty oleh Direksi.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam
penelitian ini adalah bagaimana pengaturan business judgment rule berdasarkan
UUPT, bagaimana hubungan antara fiduciary duty yang merupakan kewajiban
direksi dengan doktrin business judgment rule yang memberikan perlindungan
bagi direksi dalam pengurusan PT, serta bagaimana penerapan business judgment
rule berdasarkan UUPT terhadap keputusan yang diambil direksi yang
mengakibatkan kerugian bagi perseroan.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum
normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian
melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma
hukum yang terdapat, dalam peraturan perundang-undangan. Untuk
mengumpulkan data dalam tesis ini dilakukan dengan penelitian yang bersifat
deskriptif analisis. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder
yang berasal dari penelitian kepustakaan (library researh). Adapun data sekunder
yang diperoleh dari penelitian kepustakaan terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yakni
primer, sekunder dan tersier.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengaturan doktrin business
Jjudgment rule berdasarkan UUPT dapat ditemukan dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT
yang menyatakan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan
secara pribadi atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan kerugian
tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan
dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan
maksud dan tujuan perseroan, tidak mempunyai benturan kepentingan baik
langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan
kerugian dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya
kerugian tersebut. Hubungan antara fiduciary duty yang merupakan kewajiban
direksi dengan doktrin business judgment rule yang memberikan perlindungan
bagi direksi dalam mengurus perseroan adalah direksi dilindungi dan dibebaskan
dari pertanggungjawaban pribadi apabila keputusan yang dihasilkan direksi
dengan telah melaksanakan kewajiban fiduciary dutynya, membawa kerugian bagi
perseroan. Dalam penerapan business judgment rule berdasarkan UUPT terhadap
direksi bila menggunakan asumsi bahwa keputusan yang diambil direksi tersebut
membawa kerugian bagi perseroan yang diurusnya, maka batasan kerugian dan
dasar hukum atas pertanggungjawaban direksi adalah sebagaimana diatur dalam
Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Selanjutnya anggota
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direksi harus membuktikan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (5)
UUPT diatas untuk dapat membebaskan direksi dari pertanggungjawaban pribadi
atas kerugian yang diderita perseroan.

Kata Kunci:
Perseroan terbatas, Direksi, business judgment rule
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BAB1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam melakukan kegiatan bisnis, para pengusaha membutuhkan suatu
wadah untuk dapat bertindak melakukan perbuatan hukum dan bertransaksi.
Pemilihan jenis badan usaha ataupun badan hukum yang akan dijadikan sebagai
sarana untuk melakukan kegiatan usaha tergantung pada keperluan para
pendirinya. Salah satu badan usaha yang paling populer digunakan adalah
Perseroan Terbatas (Limited Liability Corporation, Stock Company dan untuk
selanjutnya disebut perseroan). Pertumbuhan dan pertambahan badan usaha yang
berbentuk Perseroan Terbatas semakin hari semakin meningkat jumlahnya.’

Peningkatan ini sangat beralasan karena perseroan memiliki sifat, ciri khas
dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bentuk badan usaha lainnya. Yakni
berbadan hukum, merupakan kumpulan modal/saham, memiliki kekayaan yang
terpisah dari kekayaan para perseronya, tanggung jawab yang terbatas bagi
pemegang saham, pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau
direksi, memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas dan Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu

perseroan.

' Agus Budiarto, Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas,
Jzkara: Ghalia Indonesia, 2002), him.2
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Sesuatu perusahaan dapat disebut sebagai badan hukum, apabila
memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Kitab Undang-
Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak memberi ketegasan kapan satu perusahaan
dinyatakan sebagai badan hukum, akan tetapi di Negeri belanda yang merupakan
tempat asal mula KUHD telah lama dinyatakan bahwa naamloze vennootschap
(NV) telah menjadi badan hukum manakala telah diperoleh pengesahan Menteri
kehakiman.” Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
terbatas hal tersebut tidak perlu diragukan lagi, karena dalam Pasal 7 ayat 4
dengan tegas dinyatakan bahwa perseroan memperoleh status badan hukum pada
tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum
perseroan.

Ciri dan karakteristik perscroan sebagai asosiasi modal memberikan
kemudahan bagi pemegang saham perseroan untuk mengalihkan sahamnya
kepada orang lain. Sedangkan sebagai badan hukum yang mandiri mengacu pada
Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT), menentukan bahwa pertanggung
jawaban pemegang saham perseroan sebatas nilai saham yang dimiliki dalam
perseroan tersebut. Terbatasnya pertanggung jawaban pemegang saham ini
merupakan umpan bagi kesediaan para calon penanam modal (pemegang saham)

untuk menanamkan modalnya dalam suatu perseroan.’

* Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, (Bandung: Citra Aditya Bakti,
1955), hal.166.
* Irma Nurhayati, Ulasan Tentang Status Hukum Perseroan Terbatas Menurut UU No. |

Tahun 1995, http://www.mhugm.wikidot.com/artikel:002. Diakses Tanggal 13 Desember 2011.
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